KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
NOMOR: 96/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X /2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN BERDASARKAN
REKAPITULASI DPT PEMILU TERAKHIR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA ,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang
Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan
Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan
Rekapitulasi DPT Pemilu Terakhir Pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
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Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107
Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4237);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5698);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan
Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
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Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan
Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2020;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah;

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor
2096 /FL.02.4-SD/01/KPU/X /2019 tanggal 22 Oktober
2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan
sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas
Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan
dan Penambahan Informasi Pada Formulir B.1. KWK
Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak
2020;

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Natuna Nomor : 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Natuna Tahun 2020;

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Natuna Nomor : 95/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pencalonan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor :180/HK-
NPHD/41/2019 dan Nomor : 494 /KU.07-
SD/2103/Kab/IX/2019 tanggal 20 September 2019
tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati Natuna Tahun 2020;

Berita Acara Nomor 288/BA/X /2019 tentang Rapat Pleno
Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan
Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan
Rekapitulasi DPT Pemilu Terakhir Pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NATUNA TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM
DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN BERDASARKAN REKAPITULASI DPT
PEMILU TERAKHIR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI NATUNA TAHUN 2020.
Persyaratan minimum untuk dukungan pasangan calon
perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Natuna Tahun 2020 adalah 10% (sepuluh persen) dari DPT
Pemilu Terakhir untuk Kabupaten Natuna sebanyak 52.597
(lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) yaitu
sebanyak &5.260 (lima ribu dua ratus enam puluh)
dukungan yang memenuhi syarat.
Persyaratan minimum sebaran untuk dukungan pasangan
calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Natuna Tahun 2020 adalah sebanyak 8 (delapan) Kecamatan
dari 15 (lima belas) Kecamatan Kabupaten Natuna.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 26 Oktober 2019

KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NATUNA
KETUA,

J ABDITAH



